






yang dimilikinya secara efektifdan efisien sebagaisumber utama
keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan





bisa dikatakan cukup,pendapatan aslidaerah (PAD)yang diterima
pemerintahdaerahharusdiatasbatasminimum perolehanPAD,yaitu
20% daritotalpendapatandaerahnya.
Undang-undang No.23Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah
sebagaimanatelahdirevisimenjadiUndang-UndangNomor9Tahun2015
tentang Pemerintah Daerah, merupakan respon untuk menjawab





asli daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan
meningkatkanpembangunandidaerahdemikepentinganpublik.
2
Halinimenunjukkan bahwa otonomidaerah diharapkan dapat
meningkatkankemandiriankeuangandaerahdalam pengelolaansegala
sumber daya daerah dengan mengutamakan kepentingan publik.
Mewujudkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah harus
meningkatkan mutu pelayanan publikdan perbaikan dalam berbagai
sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber
PendapatanAsliDaerah(PAD).Pemerintahdaerahdiharapkandapat
meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap
pembiayaan daripusat,sehingga dapatmeningkatkan otonomidan
kemandiriankeuangandaerahsendiri.
BerdasarkanobservasiyangpenelitilakukandiBadanPengelolaan














RendahSekali 0% -25% Instruktif
Rendah 25% -50% Konsultatif
Sedang 50% -75% Partisipatif
Tinggi 75% -100% Delegatif
Sumber:Halim(2001:169)
Daritabeldiatas,tingkatkemandiriankeuangandaerahdikatakan
tinggiapabila rasionya diatas75% dan pola hubungannya bersifat
delegatifyangberarticampurtanganpemerintahpusatsudahtidakada
karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam
melaksanakan urusan otonomidaerah,dikatakan sedang jika tingkat
kemandiriannya mulaidari50% sampai75% dan pola hubungannya
pastisipatifyangberartiperananpemerintahpusatsemakinberkurang
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya
mendekatimampumelaksanakanurusnotonomi,dandikatakanrendah
jikatingkatkemandiriannyaberadadiangka25% sampai50% danpola




status dari daerah tersebut untuk tingkat kemandirian keuangan
daerahnya dapatdikatakan sangatrendah dan pola hubungannya
bersifatinstruktifyangberartiperananpemerintahpusatlebihdominan
daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu
memaksimalkanotonomidaerah).
PadaKabupaten/KotadiJawaBarat,salahsatucontohnyayaitu














2012 184.269.764.772 2.254.422.587.453 8,17%
2013 240.631.630.078 2.500.896.392.252 9,62%
2014 373.261.713.306 2.777.197.147.463 13,44%
2015 404.446.561.833 3.235.519.822.847 12,50%





Dariperhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabuaten
Garutselamakurunwaktu5tahunterakhirterhitung daritahun 2012
rasiokemandiriankeuanganPemerintahKabupatenGarutberadadirasio
8,17% itu artinya tingkatkemandiriannya rendah sekali,selanjutnya
tahun2013rasiokemandiriankeuanganPemerintahKabupatenGarut
beradadirasio9,62% yangartinyatingkatkemandiriannyasamaseperti
tahun sebelumnya yaitu rendah sekali,lalu ditahun 2014 tingkat





Pemerintah Kabupaten Garuttersebuttidakada satutahunpun rasio
kemandirianyangmelewatiangka25%,ituartinyatingkatkemandirian
Pemerintah Kabupaten Garutdaritahun 2012-2016 tergolong sangat
rendahdanmempunyaipolahubunganinstruktifyangberartiperanan
pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah
daerah(daerahtidakmampumelaksanakanotonomidaerah).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung
6
pembiayaandaerah. Karenaitu,kemampuansuatudaerahmenggali
PAD akan mempengaruhiperkembangan dan pembangunan daerah




sumber keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat,
umumnyasudahditentukanuntukpembiayaantertentuyangsifatnya
mengikat.
Oleh karena itu sangatwajarjika pemerintah daerah berusaha
bagaimanamemperolehPADsemaksimalmungkinagarbisamemperoleh
pendapatan yang sebesar-besarnya demi perkembangan dan
pembangunandaerahnya.Terkaitdengankemandiriankeuangandaerah,
PAD harus bisa dioptimalkan melaluipenggalian potensisumber-
sumbernya.Namun,padakenyataannyapermasalahanyangdihadapi
sekarang adalah kondisiekonomitiap daerah yang berbeda.Daerah
yangkurangpotensinyaakankesulitanmeningkatkanPAD.Salahsatu
contohnyaadalahKabupatenGarut.
Darilatarbelakang diatas,penelititertarik untuk melakukan
penelitian mengenaimasalah tersebutyang dituangkan dalam skripsi




Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas maka
identifikasimasalah yang diambildalam penelitian iniyaitu adalah
sebagaiberikut:
1. Pemerintah Kabupaten Garutmasih sangatkurang dalam hal
kemandiriankeuangandaerah.
2.Kurangnya potensiekonomidaerah Kabupaten Garutuntuk
meningkatkanPAD.





















2.Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap
kemandiriankeuangandaerahdiKabupatenGarut
3.Untukmengetahuipengaruhhasilpengelolaankekayaandaerah



















membantu pemerintah daerah, khususnya daerah




Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
tentangbagaimanakeuangandaerahitudikelolauntukdapat











asli daerah yang berfungsi sebagai sebagai salah satu sumber




Dengan diberlakukannya otonomidaerah, pemerintah daerah
diberiwewenanguntukmelaksanakanpenyelenggaraanpemerintahdan
pembangunandaerahnyadeangantujuanagarsetiapdaerahmenjadi
lebih mandiri.Kemandirian daerah otonom pada prinsipya sangat
tergantungdariduahal,yaknikemampuankeuangandaerahmenggali









pendapatan aslidaerah terhadap totalpendapatan daerah akan
































dana dan pemerintah tingkatatas(subsidi).Pendapatan aslidaerah



















anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan











penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah




utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayaikegiatan























= Diduga terdapat pengaruh antara pajak daerahHa
terhadapkemandiriankeuangandaerahdiKabupaten
Garut.
2. = Diduga tidak terdapat pengaruh antara retribusiH
0
daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di
KabupatenGarut.
= Diduga terdapat pengaruh antara retribusidaerahHa
terhadapkemandiriankeuangandaerahdiKabupaten
Garut.
3. = Diduga tidakterdapatpengaruh antara pengelolaanH
0
kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap
kemandiriankeuangandaerahdiKabupatenGarut.
= Diduga terdapat pengaruh antara pengelolaanHa
kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap
kemandiriankeuangandaerahdiKabupatenGarut.
4. = Diduga tidak terdapat pengaruh antara lain-lainH
0









= Diduga terdapat pengaruh antara PAD terhadapHa
kemandiriankeuangandaerahdiKabupatenGarut.
